
 

 

 

 
 

 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2019-2020 

Masa Persidangan : I 

Rapat  ke- : 4 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari/Tanggal           : Selasa, 5 November 2019 

Waktu : 16.00 s.d. 17.30 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)                                           

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 

Acara : 1. Perkenalan; 

2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas; 

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP) 

Sekretaris Rapat 

Hadir      

: 

: 

Drs. Budi Kuntaryo 

A. 51 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI 

B. Hadir Pemerintah: 

1. Budi Waseso (Direktur Utama Perum Bulog); 

2. Tri Wahyudi Shaleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik); 

3. Subowo, M.M. (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri); 

4. Bachtiar Utomo (Direktur Pengadaan); 

5. Bagya Mulyanto (Direktur SDM dan Umum); 

6. Triyana (Direktur Keuangan); 

7. Mansur (Direktur Komersial). 

 

 

 

  

 

I. PENDAHULUAN  

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog, dibuka pukul 16.00 WIB 

oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

1. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan 

Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang 

Pangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja Gabungan 

dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog untuk membahas pembentukan 

Badan Pangan Nasional. 

2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi Inpres No. 5 

Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras 

oleh Pemerintah, dan melakukan penyesuaian Harga Pembelian Beras Pemerintah 

berdasarkan HPP dan biaya-biaya yang berlaku saat ini. 

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden No. 63  

Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai agar 

pengadaan dan penyalurannya diserahkan kepada Perum Bulog. 

4. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Gabungan dengan Perum Bulog, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian 

untuk membahas tindak lanjut disposal stock (pelepasan stok) terkait dengan 

penganggaran atas selisih harga. 

 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB. 

 

 

 

Direktur Utama Perum Bulog, 

 

 

Ttd. 

 

Budi Waseso  

Komisi IV DPR RI 

Ketua Rapat, 

 

 Ttd. 

 

Sudin, S.E. 

A-151 

 

 

 

 

 

 


